
   

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 

03/HK.03.1/Kpt/3672/KPU-Kot/X/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN 

TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA CILEGON 

 
ABSTRAK :    bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi 

terhadap penyelenggara pemilihan umum dan dalam rangka mendukung 

program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk 

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon; 

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon 

tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Cilegon ini adalah : 

 

   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dn Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindk Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

   Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang – Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409)  ; 

   Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);   

   Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494);   

   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim 
Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);    
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);    

Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi   (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 108);    

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019    ;    

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;     

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1695;    

  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;     tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 201;     

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja  

Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;     

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 

: 01/HK.03.1/Kpt/3672/KPU-Kot/III/2021 Tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi 

Pemilihan Umum Kota Cilegon  

 

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan 

tanggal 21 Oktober 2021 


